Menimbang

Mengingat

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR ¢4 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksara Teknis Dinas
Pangan dan Perikanan Tipe A.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar} Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerinptah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan Pertanian Daerah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26 /PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur DAN
Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
di bidang Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016
Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PEMBENTUKAN TUGAS

DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGAN DAN
PERIKANAN. '



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ngawi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB Ii
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan merupakan unsur

pelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Dinas Pangan dan Perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Perikanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Dinas Pangan dan Perikanan.



Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a.

2)

3)

(4)

pelaksanaan kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan dan Perikanan
bidang Pangan dan Perikanan;

pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang
Pangan dan Perikanan;

pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan / atau teknis
penunjang bidang Pangan dan Perikanan;

pelaksanaan urusan perencanaan dan umum;

pelaksanaan urusan Administrasi kegiatan bidang teknis operasional dan /
atau teknis penunjang bidang Pangan dan Perikanan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pangan dan
Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya. ‘

BAB 1
ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Unit Pelaksa, i :
X na Tekni .
terdiri dari : s Dinas Pangan dan Perikanan

a. Kepals;

b.  Sub Bagian Tata Usaha;

C. Petugas Pelaksana; dan

d.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Petugas pelaksana d
: an. kelompok Jaba
dimaksud pada ayat .( 1) huruf b, huruf ¢ dat;m hu




Pasal 8

:(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang

{2) Jabatan fungsional
berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

'Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan
oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala

Dinas.

m

@)

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

g:;;zﬁlag arlxebliDh 'll?:gut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis Dinas
Peraturan Men:n' e Se?aglmanan dimaksud ayat (1) diatur dengan
terkait dan Meni:lri i}eatgla}r;emenldapat pertimbangan tertulis dari Menteri
aparatur negara. 8 }nye eriggarakan urusan pemerintahan dibidang

BAB vii
KETENTUAN PENUTYP

Pasal 1)



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin"ya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 27 &’Eﬂiﬂl@.’.ﬁ’ p/s 1A

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 27 Desmbsr 201l
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR &4





